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Eryk Sanjaya, S 310409013. 2016. Efektivitas Pengangkatan Sekretaris Desa 
Berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di 
Kabupaten Madiun Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap 
tentang efektivitas  pengangkatan sekretaris desa menurut Undang-undang 6 tahun 
2014 di Kabupaten Madiun guna mewujudkan tertib administrasi pemerintahan 
desa. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal 
dan apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam bentuk 
penelitian evaluatif sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan 
tentang kebijakan Pemerintah. 
Mengingat arti penting sekretaris desa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa, maka seorang sekretaris desa dituntut untuk memiliki 
pengetahuan yang memadai dan didukung dengan pengalaman dalam bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, agar pemerintah desa dapat berjalan sesuai 
dengan harapan masyarakat. 
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 202 ayat (2) tentang Pengangkatan Sekretaris Desa 
menjadi Pegawai Negeri Sipil  telah dapat memperbaiki kualitas sistem 
pemerintahan negara Indonesia.  
Mendasar pada Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 49 ayat 
(2) yang berbunyi perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah 
dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dengan demikian 
diperlukan adanya suatu tatanan pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
di desa khususnya dalam pengangkatan sekretaris desa. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori 
dari Freidman, maka diketahui bahwa Pengangkatan sekretaris desa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Madiun tidak 
dapat dilaksanakan karena belum ada regulasi yang mengatur lebih tehnis tentang 
pengangkatan sekretaris desa non Pegawai Negeri Sipil, disamping juga itu belum 
ada regulasi yang mengatur tentang penempatan sekretaris desa Pegawai Negeri 
Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun sehingga sekretaris desa Pegawai 
Negeri Sipil  masih melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris desa.  
 









Eryk Sanjaya, S 310409013. 2016. Effectiveness of Appointment of Secretary of 
the Village Under Article 49 paragraph 2 of Act 6 of 2014 On Village On 
Madiun CoRegency Thesis: Sebelas Maret University Surakarta. 
 
This study aims to get a complete picture of the effectiveness of the 
appointment of the secretary of the village under the Act 6 of 2014 in M in order 
to realize the orderly administration of the village. 
This research is a sociological or non-doctrinal and when seen from the 
shape, the study included in the form of evaluative research, while views of nature 
including qualitative descriptive study, a study that aims to describe the 
Government's policy. 
Given the importance of the village secretary in the administration of the 
village, then the village secretary is required to have adequate knowledge and 
supported by experience in the field of administration of the village, so the village 
government can be run in accordance with the expectations of society. 
With the issuance of Law No. 32 of 2004 on Regional Government Article 
202 paragraph (2) on the appointment secretary of the village into the Civil 
Service has been able to improve the quality of state governance system in 
Indonesia. 
Fundamental to the Act 6 of 2014 on the village of article 49, paragraph (2), 
which reads village by village chief appointed after consultation with the Head of 
District Head/Mayor. Thus the necessary existence of an order setting in 
governance in the villages, especially in the appointment of the secretary of the 
village. 
Based on the results of research and discussion by using the theory of 
Freidman, it is known that the appointment of the secretary of the village under 
Act No. 6 of 2014 on the village in Madison County can not be implemented 
because there is no regulation governing more technical on the appointment of 
the secretary of rural non Civil Servant, also in addition there was no regulation 
governing the placement of the village secretary of Civil Servants in the scope of 
Madiun district government so that the village secretary of Civil Servants still 
carrying out his duties as secretary of the village. 
 
Key words : The appointment secretary of the village. 
 
